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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

 Dengan pertambahan jumlah penduduk Kota Padang yang semakin tinggi, 

dan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat yang tidak terkendali  serta 

pertumbuhan industri menyebabkan bertambahnya volume sampah. Pertambahan 

volume sampah, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, yang 

apabila tidak dikelola dengan optimal akan menimbulkan dampak negatif 

terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. 

 Peningkatan jumlah sampah dari tahun ke tahun ini seharusnya juga 

ditunjang dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang efektif. Menurut 

keterangan pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Padang, rata-rata 

timbulan sampah Kota Padang yang mencapai 800 ton/hari  harus diangkut oleh 

petugas kebersihan setiap hari ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Air Dingin. 

Namun pada kenyataannya, masih banyak sampah yang menumpuk dan tidak 

dikelola dengan baik karena masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang 

penyelenggaraan pengelolaan sampah. 

 Oleh karena itu, menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Padang untuk 

menangani hal tersebut. Dengan keterbatasan anggaran yang dialami oleh 

Pemerintah, maka salah satu alternatif untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan 

menetapkan tarif retribusi atas pelayanan persampahan/ kebersihan. 
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 Retribusi diharapkan dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dan dalam penyiapan sarana dan prasarana persampahan yang memerlukan 

biaya tidak sedikit, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah  tentang Retribusi 

Pelayanan Persampahan dan Kebersihan. 

Penerimaan retribusi daerah harus ditingkatkan demi membangun 

perekonomian yang kuat. Upaya peningkatan penerimaan daerah dengan cara 

mengoptimalkan retribusi daerah merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Hal 

ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, dimana Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan 

retribusi daerah yang masuk ke dalam golongan retribusi jasa umum yang 

besarnya tarif serta pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 

 Penentuan harga atau tarif suatu pelayanan tidak dapat dilakukan secara 

sembarangan berdasarkan subjektivitas pimpinan saja, melainkan harus memiliki 

dasar yang rasional dan objektif. Banyak faktor yang mempengaruhi penentuan 

harga jual pelayanan, baik dipandang dari produk pelayanan yang akan dijual, 

pasarnya, dan biaya untuk menyediakan pelayan tersebut, yang dapat dijadikan 

dasar dalam penentuan harga pelayanan adalah pendapatan yang diinginkan. 

Apalagi untuk layanan publik, lebih mengutamakan layanan di atas biaya. 

Retribusi hanya diperhitungkan untuk menutup sebagian biaya operasional saja, 

bukan untuk mencari laba. 

 Menurut Permendagri No 245 tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif 

Retribusi Jasa Umum, dinyatakan bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif 

retribusi layanan persampahan/ kebersihan didasarkan pada tujuan untuk menutup 
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sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan. 

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan 

pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. 

 Biaya penyediaan pelayanan terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, 

dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan persampahan/ kebersihan. 

Belanja operasi sebagaimana dimaksud di atas  meliputi: honorarium tenaga 

pengumpul sampah, pengadaan sapu dan pakaian dinas, pengadaan bahan bakar, 

administrasi kantor, Listrik, air dan telepon, pembayaran bunga pinjaman. 

Sedangkan Belanja operasi dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan yang 

meliputi: pengumpulan, pengangkutan, penyediaan Lokasi Pembuangan Sementara 

(LPS), penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 

 Sementara Belanja modal meliputi : pengadaan tanah, bangunan, kendaraan 

dan peralatan, pengembalian pokok pinjaman.Belanja modal untuk pengadaan tanah 

dihitung berdasarkan nilai sewa untuk 1 (satu) tahun anggaran. Belanja modal untuk 

pengadaan bangunan, kendaraan dan peralatan  dihitung berdasarkan pembebanan 

tahunan nilai bangunan, kendaraan dan peralatan. 

 Perda Kota Padang  No. 11 tahun 2011 merupakan Perda terakhir yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang terkait Retribusi Jasa Umum. Sejak 

saat itu belum dilakukan perhitungan kembali besaran tarif retribusi baru apakah 

tarif lama masih wajar atau tidak seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan 

jumlah penduduk Kota Padang. Seharusnya Kota Padang sudah memperbaharui 

Perda Retribusi ini sesuai dengan yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah 
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Nomor 66 Tahun 2001  bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama lima 

tahun sekali, karena masalah tarif merupakan unsur penentu dan sangat penting 

dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan pelayanan dengan tetap 

memperhatikan prinsip bahwa tarif retribusi kebersihan harus terjangkau oleh 

masyarakat yang mendapatkan pelayanan. 

 Secara rinci tarif retribusi layanan persampahan Kota Padang berdasarkan 

Perda Kota Padang  No. 11 tahun 2011 dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 1.1 
Tarif Retribusi Layanan Persampahan / Kebersihan  

sesuai Perda Kota Padang No 11 tahun 2011 
 

No Jenis Objek Retribusi Tarif 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
c 

Retribusi Komersil Rp. 35.000/ m³ 
 Hotel/cottage/losmen/wisma/penginapan 
 Ruko/Toko/Kios/Kedai   
 Show room Motor/ mobil 
 SPBU/ POM Bensin 
 Fasilitas Umum/ Sarana Kesehatan 
 Pusat Perbelanjaan 
 Restoran / Rumah Makan/ Catering 
 Bar/ Diskotik/ Pub dan sejenisnya 
 Perbengkelan/ Pencucian mobil 
 Industri 
 Pergudangan 
 Gedung pertemuan/ pertunjukan 
 Sranana Olah Raga 
 Taman Hiburan/ rekreasi 

Retribusi Non Komersil Rp. 29.000/ m³ 
 Apartemen 
 Pendidikan 
 Asrama/ Kos-Kosan/ Rumah 
 Perkantoran 

Retribusi Khusus 
 Perumahan  

 Luas bangunan 250 m² keatas 
 Luas bangunan 200 m² s/d 249 m² 
 Luas bangunan 150 m² s/d 199 m² 
 Luas bangunan 71 m² s/d 149 m² 

 
Rp. 35.000/ m³ 
Rp. 35.000/ m³ 
Rp. 35.000/ m³ 
Rp. 35.000/ m³ 
Rp. 35.000/ m³ 
Rp. 35.000/ m³ 
Rp. 35.000/ m³ 
Rp. 35.000/ m³ 
Rp. 35.000/ m³ 
Rp. 35.000/ m³ 
Rp. 35.000/ m³ 
Rp. 35.000/ m³ 
Rp. 35.000/ m³ 
Rp. 35.000/ m³ 
 
Rp. 29.000/ m³ 
Rp. 29.000/ m³ 
Rp. 29.000/ m³ 
Rp. 29.000/ m³ 
 
 
Rp. 15.000/ bln 
Rp. 10.000/ bln 
Rp.   7.500/ bln 
Rp.   5.000/ bln 
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 Luas bangunan 70 m² s/d kebawah 
 Pedagang Kaki Lima 

 Lapak buah 
 Gerobak 
 Makan/ minuman 

 Pengguna LPA 
 Komersil 
 Non Komersil 

 Kegiatan Keramaian 
 

Rp.   2.500/ bln 
 
Rp.   2.000/ hari 
Rp.   2.000/ hari 
Rp.   5.000/ hari 
 
Rp.  12.000/ m³ 
Rp.    7.500/ m³ 
Rp.   51.000/ m³ 

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang, 2015 

 Pada tanggal 01 Agustus 2016 dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang 

No 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang 

No 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, pada Pasal 2 huruf b, yaitu 

Retribusi Jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Jika dibandingkan dengan 

Perda sebelum perubahan, perbedaan tarif retribusi hanya terdapat pada Retribusi 

Khusus saja. Sedangkan objek retribusi lainnya, Retribusi Komersil dan Retribusi 

Non Komersil masih menggunakan angka tarif lama.  Perbandingan tarif retribusi 

Perumahan Perda No 11 tahun 2011 dan Perda No 1 tahun 2016 dapat dilihat dari 

rincian tarif perbulan sebagai berikut : 

Retribusi Perumahan Perda No 11 
Tahun 2011 

Perda No 1 
Tahun 2016 

Selisih 

 Luas bangunan 250 
m² keatas 

 Luas bangunan 200 
m² s/d 249 m² 

 Luas bangunan 150 
m² s/d 199 m² 

 Luas bangunan 71 
m² s/d 149 m² 

 Luas bangunan 70 
m² s/d kebawah 

Rp. 15.000,- 
 

Rp. 10.000,- 
 

Rp.   7.500,- 
 

Rp.   5.000,- 
 

Rp.   2.500,- 

Rp. 20.000,- 
 

Rp. 15.000,- 
 

Rp. 10.000,- 
 

Rp.   7.500,- 
 

Rp.   5.000,- 

Rp.5.000,- 
 

Rp.5.000,- 
 

Rp.2.500,- 
 

Rp.2.500,- 
 

Rp.2.500,- 
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 Perhitungan tarif ini hanya didasarkan atas volume sampah dengan 

kalkulasi biaya secara tradisional. Sistem perhitungan lama ini diduga sudah tidak 

akurat lagi, maka dalam penelitian ini dicoba mengkalkulasikan biaya pengelolaan 

sampah dengan metode Activity Based Costing. Dugaan ini juga mengacu 

penelitian Cooper dan Kaplan (1991) menyatakan sistem akuntansi biaya 

tradisional menghasilkan informasi yang menyebabkan distorsi, terlalu agregat 

dan terlalu lambat untuk bisa digunakan dalam mengurangi biaya atau 

memperbaiki produktifitas. Dengan metode ABC  pembebanan biaya lebih akurat 

karena didasarkan pada aktivitas. 

 Penelitian tentang Tarif Retribusi Layanan Persampahan/ Kebersihan 

dengan menggunakan metode Activity Based Costing (ABC) ini  telah pernah 

dilakukan sebelumnya oleh  Sudarmadji (2000) dengan judul “ Analisis Penarifan 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan Metode Activity Based Costing 

System dengan wilayah penelitian di Kota Semarang dengan hasil bahwa terdapat 

perbedaan tarif antara tarif berlaku dengan tarif yang menggunakan metode ABC, 

dimana terdapat lima subyek retribusi yang undercosted dan tiga yang overcosted. 

Agar tidak terjadi distorsi dalam penarifan guna mengimbangi investasi Kota 

Semarang, maka perlu dilakukan penarifan dengan sistem ABC, dan untuk 

menekan biaya, Kota Semarang juga harus dapat menghilangkan Non Value 

Added Activity (NVAA) dalam pemanfaatan truk yang idle capacity.  

 Marismiati (2011) melakukan penelitian dengan judul “ Penerapan Metode 

Activity Based Costing (ABC) System Dalam Menentukan Harga”, dengan hasil 

penelitian bahwa terdapat perbedaan tarif rawat inap dengan mengunakan metode 
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ABC dibandingkan dengan metode tradisional, disebabkan karena pembebanan 

biaya overhead pada masing-masing produk. Pada metode akuntansi biaya 

tradisional biaya overhead masing-masing produk dibebankan pada satu cost 

driver saja, akibatnya cendrung terjadi distorsi pada pembebanan biaya overhead. 

Sedangkan pada metode ABC, biaya overhead pada masing-masing produk 

dibebankan pada banyak cost driver. Sehingga dalam metode ABC telah mampu 

mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap kamar secara tepat berdasarkan 

konsumsi masing-masing aktivitas. 

 Sumilat (2013) juga melakukan penelitian dengan menggunakan metode 

ABC ini dengan judul “Penentuan Harga Pokok Penjualan Kamar Menggunakan 

Activity Based Costing Pada RSU Pancaran Kasih GMM”, dengan kesimpulan 

bahwa harga pokok untuk kelas VVIP dan VIP memberikan hasil yang lebih kecil 

dari tarif sebelumnya, sedangkan kelas I, II dan III memberikan hasil yang lebih 

besar dari tarif sebelumnya. 

 Dengan melihat permasalahan diatas, maka perlu dilakukan penelitian 

tentang “Analisis Perhitungan Tarif Retribusi Layanan Persampahan/ Kebersihan 

dengan Metode Activity Based Costing” untuk wilayah Kota Padang guna 

menentukan tarif dasar retribusi kebersihan yang baru yang lebih akurat, agar 

tidak merugikan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan 

masyarakat yang memperoleh pelayanan persampahan sebagai obyek dari 

retribusi kebersihan. 
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1.2 PERUMUSAN MASALAH  

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 

dapat dirumuskan dan selanjutnya akan dibahas adalah:  

1. Berapakah biaya perunit ( unit cost) tiap aktivitas yang dikeluarkan dalam 

pengelolaan persampahan/ kebersihan dengan metode Activity Based 

Costing? 

2. Berapakah besarnya tarif retribusi layanan persampahan/ kebersihan 

dengan metode Activity Based Costing? 

3. Berapakah selisih tarif  Perda No 1 tahun 2016 dengan tarif yang dihitung 

dengan metode Activity Based Costing? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menghitung biaya perunit ( unit cost)  tiap aktivitas yang dikeluarkan 

dalam pengelolaan kebersihan/persampahan dengan menggunakan metode 

Activity Based Costing. 

2. Menghitung besarnya tarif retribusi layanan persampahan / kebersihan 

menggunakan metode Activity Based Costing. 

3. Membandingkan  tarif  Perda No 1 tahun 2016 dengan tarif yang dihitung 

dengan metode Activity Based Costing. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:  

1. Sebagai bahan informasi dalam menghitung biaya perunit dan besarnya 

tarif retribusi kebersihan yang sesuai baik dari sisi pemerintah daerah 

maupun dari sisi masyarakat yang memperoleh pelayanan persampahan.  

2. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.  

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan ini disusun dalam beberapa bab dan urutan penulisannya sebagai 

berikut:  

BAB I: Pendahuluan berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan, lingkup pembahasan, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan.  

BAB II    : Tinjauan Pustaka berisi pemaparan teori-teori yang ada kaitannya 

dengan permasalahan yang dibahas sebagai landasan penelitian.  

BAB III  : Metode Penelitian, berisi tentang jenis penelitian, objek penelitian, 

variabel penelitian dan pengukuran variabel, jenis data, metode 

pengumpulan data dan metode analisis data. 

BABIV  : Hasil dan Pembahasan, berisi mengenai gambaran umum wilayah 

penelitian, analisis perhitungan dan perbandingan tarif. 

BAB V  : Kesimpulan dan Saran 

 

 


